BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan pembahasan tentang analisis
keserasian Belanja Daerah (studi APBD) kabupaten Kupang tahun 2009-2012
dapat di ambil kesimpulan :

Tingkat keserasian belanja daerah kabupaten Kupang tahun anggaran
2009 — 2012 adalah pada tahun 2009 proporsi untuk belanja operasi sebesar
93,5%, untuk belanja modal 5,5%, untuk belanja langsung 3,1%, dan untuk
belanja tidak langsung sebesar 69%. Pada tahun 2010 proporsi untuk belanja
operasi sebesar 75%, untuk belanja modal 24%, untuk belanja langsung 43%,
dan untuk belanja tidak langsung sebesar 57%. Pada tahun 2011 proporsi
untuk belanja operasi sebesar 83%, untuk belanja modal sebesar 16,5%,
untuk belanja langsung 40% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 60%.
Pada tahun 2012 proporsi untuk belanja operasi sebesar 76,2%, untuk belanja
modal 23%, untuk belanja langsung 43,6% dan untuk belanja tidak langsung
sebesar 56%.

Dari hasil analisis belanja operasi menunjukkan bahwa besarnya belanja
operasi sudah cukup baik keserasiannya karena proporsinya di kisaran 60 —
90% dan memberi manfaat kepada masyarakat, untuk hasil analisis belanja
modal, proporsinya relatif baik artinya benar-benar di gunakan untuk
kesejahteraan masyarakat, untuk analisis belanja langsung menunjukkan

bahwa dana belanja langsung untuk belanja modal pada tahun 2010 sangat
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baik artinya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dan untuk analisis
belanja tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar dana belanja
tidak langsung di prioritaskan untuk kesejahteraan pegawai.

Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 penggunaan belanja daerah sudah
sangat serasi dikarenakan belanja operasi lebih dominan dari belanja modal
dan belanja tidak langsung juga lebih besar dari belanja langsung tapi dari
analisis belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja
daerah selama 4 (empat) periode (tahun 2009-2012) sebagian besar dana yang
dimiliki pemerintah diprioritaskan untuk belanja tidak langsung sehingga
analisis belanja langsung relatif kecil. Ini menunjukkan kurang baik
pengelolan belanja karena dari total belanja lebih besar untuk belanja pegawai
sehingga lebih di perhatikanlah untuk kepentingan masyarakat dan untuk
belanja modal. Belanja operasi sudah sangat baik karena belanja operasi
proporsinya di kisaran 60-90% dan untuk belanja modal di kisaran 5-20%.

6.2 Saran

Sesuai hasil penelitian, penulis perlu memberikan saran kepada
pemerintah kabupaten Kupang dalam hal melakukan pelayanan terhadap
masyarakat terkait dengan porsi anggaran belanja maka di sarankan:
Pemerintah kabupaten Kupang tetap mempertahankan keserasian belanja
Daerah agar fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik sementara itu untuk
pemerintah kabupaten Kupang dalam upaya meningkatkan Kinerjanya
hendaknya tidak hanya berfokus dalam meningkatkan PAD saja tetapi

sedapat mungkin perlu mengalokasikan belanja modal yang cukup besar.
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